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Nama SOP t@fiangﬁnan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

§ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023
tentang Penyelenggaraan Layanan Informas Publik di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan

7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanian Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014
tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan

9 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-
KKP/I1I/ 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Memiliki kemampuan untuk mengelolah data dan informasi;

2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik;
3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik;
4. Mampu mendokumentasikan informasi;

5. Mempunyai communication skill

SOP Uji Kohsekuensi
SOP Pemutahiran dan Penetapan Daftar Infornasi Publik
SOP Pendokumentasian Informasi Publik

o N

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 1. Laptop/komputer
SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. Printer
SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 3. ATK

4. Jaringan Internet

4. Jaringan Internet

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Buku Tamu/Agenda
2. Daftar pemohon




Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kegiatan ATASAN Majelis Keterangan
Pelayanan PPID PPID Persidengan Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Menerima Surat panggilan
dari Majelis Komisioner dan ( )
Mediator yang dietapkan Surat Panggilan |5 menit Surat Panggilan
oleh KIP
Menganalisa permohonan dsot::tmp::ggﬂan.
penyelesaian sengketa yang 'l_j materi
diajukan oleh Pemohon Surat Panggilan |5 menit persidangan
et dokumen!asi'
permohonan/gugatan), recorder '
Hasi putusan
sidang dapat
berupa:
1. Mengabulkan
Surat panggilan, Permohonan
dokumen, materi ” informasi untuk
Menghadiri Persidangan persidangan, |1 hari g:f" Putusan | icampaikan
dokumentasi, ang kepada pemohon
recorder
2. Menolak
Permohonan
informasi dari
pemohon
Jika hasil putusan sidang diferima |, ditolak
mengabulkan pemohon,
maka permohonan informasi E:!
dimaksud disampaikan
kepada pemohon. Hasil Putusan g Data dan
Apabila, hasil putusan sidang Sidang Wharikeda | comasi
menolak pemohon, maka
permohonan informasi tidak
disampaikan kepada
pemohon
Jika hasil putusan sidang
mengabulkan pemohon, C)
maka menerima data dan
informasi dari termohon.
Data dan : Data dan
Apabila, hasil putusan sidang formisl 14 hari kerja osmmasl

menolak pemohon, maka
data dan informasi tidak
disampaikan kepada
pemohon




